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ABSTRAK

Nama : Asri Anindita, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Direksi Dalam

Pengurusan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang
No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus
PT Binangun Intiaditya Grafisindo)

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum
harus melalui pengurusnya. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus
lahir hubungan fidusia (fiduciary duties) di mana Direksi selalu menjadi pihak
yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk
kepentingan Perseroan Terbatas semata. Tesis ini membahas permasalahan
mengenai kewajiban-kewajiban Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan
mempergunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka. Dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai
kewajiban-kewajiban Direksi Perseroan Terbatas. Kepengurusan Perseroan
Terbatas sehari-hari dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam Perseroan
Terbatas merupakan suatu keharusan, dengan kata lain Perseroan Terbatas wajib
memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas sebagai artificial
person, di mana Perseroan Terbatas tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya
bantuan anggota Direksi sebagai natural person. Berdasarkan prinsip fiduciary
duty, yang diatur di dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, Direksi suatu Perseroan
Terbatas harus melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk,
Direktur Utama dan Direktur Perseroan Terbatas telah melaksanakan pengurusan
dengan itikad tidak baik sehingga merugikan Perseroan, oleh sebab itu kedua
anggota Direksi tersebut harus mempertanggungjawabkan secara pribadi segala
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh pengurusannya tersebut.

Kata kunci : Perseroan Terbatas, Direksi, Kewajiban
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ABSTRACT

Name : Asri Anindita, SH
Courses : Master of Notary
Title : Legal Analysis on The Obligations Of Directors In Managing

The Limited Liability Company Based on Law Number 40 year
2007 (Case Study PT Binangun Intiaditya Grafisindo)

Limited Liability Company as a legal entity in performing a legal act has to go
through managers. Dependence between the legal and fiduciary relationships born
caretaker (fiduciary duties) in which the Board of Directors has always been a
trusted party to act and use its authority only for the sake of mere Limited
Company. This thesis discusses the issues concerning the obligations of Directors
in the management of limited-liability company under Law Number 40 year 2007
regarding the implementation of obligations. The research method used is the
method of research literature that is juridical normative, ie using secondary data in
the form of library materials. In the Law Number 40 year 2007 on Limited
Liability Company organized on the obligations of the Board of Directors of
Limited Liability Company.The Leadership Company Limited carried out daily
by the Board of Directors. The existence of Directors of the Limited Company is a
must, in other words Limited Liability Company shall have Directors. This is
because the Limited Company as an artificial person, in which the Limited
Liability Company can not do anything without the help of members of the Board
of Directors as a natural person. Based on the principle of fiduciary duty, set out
in Article 97 paragraph (2) of Law Number 40 year 2007 regarding the Limited
Liability Company, the Board of Directors of a Limited Liability Company must
make arrangements in good faith and responsibly. In Depok District Court
Decision No. 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk, President Director and Director of Limited
Liability Company has been carrying out maintenance in bad faith to the
detriment of the Company, therefore, both of the member of the Board of
Directors shall be personally accountable for any such losses caused by the
Companyby its management.

Key words: Limited Liability Company, the Board of Directors, Obligations
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia serta kemajuan di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi saat ini, yang

mengharuskan setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat diakomodir

oleh suatu aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi

masyarakat saat ini, sehingga apabila terjadi persoalan di dalam masyarakat,

hukum dapat dijadikan sebagai pedoman atau rule of law. Demikian juga dengan

pembangunan nasional di negara kita yang mengalami perkembangan dalam

segala aspek kehidupan. Berdasarkan kebijaksanaan–kebijaksanaan pemerintah

yang ada, bidang ekonomi mendapat tempat yang diprioritaskan dan merupakan

pusat strategi pembangunan.

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hukum perusahaan sebagai bagian dalam hukum bisnis semakin terasa

dibutuhkan lebih-lebih pada awal abad 21 ini dengan prediksi bisnis internasional

yang tidak terelakkan lagi, dimana Indonesia berada di tengah dan dalam kancah

perdagangan bebas, dengan segala konsekuensinya termasuk tuntutan daya saing

yang semakin berat.

Bentuk-bentuk badan hukum yang dikenal dalam sistem hukum dagang

Indonesia adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan komanditer (CV), dan

Perseroan Terbatas (PT). Bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian I

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, masih ada bentuk
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badan hukum lain yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH

Perdata) yang disebut dengan Maatschap atau persekutuan.1

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang

paling disukai saat ini, di samping karena pertanggung jawabannya yang bersifat

terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik

(pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang)

dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.2

Kata “perseroan” menunjukkan kepada modalnya yang terdiri atas sero

(saham). Sedangkan kata “terbatas” kepada tanggung jawab pemegang saham

yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.

Kata perseroan dalam arti umum adalah perusahaan atau organisasi usaha

sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau

badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang indonesia.

Perseroan sebagai badan hukum karenanya merupakan subyek hukum

mandiri, maka keberadaan perseroan tidak tergantung dari keberadaan dan nasib

para pemegang sahamnya saja akan tetapi juga para anggota direksi maupun

komisaris. Sehingga meskipun para pemegang saham, direksi maupun komisaris

berganti-ganti, namun pergantian tersebut tidak mengubah keberadaan perseroan

sebagai persona standi in judicio,3 yang berarti kewenangan untuk bertindak

sebagai penggugat atau tergugat.

Di dalam menjalankan perseroan terbatas tersebut terdapat tiga organ atau

unsur penting yang ada dan sangat berkaitan yang mempunyai hubungan yang erat

satu dengan yang lain, yaitu :

1 Soejono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan

di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 47.

2 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, (Jakarta:

PT .Raja Grafindo Persada,2006), hal. 1.

3 Fred B.G Tumbuan, Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi,

Komisaris, dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang, (Jakarta : AKPI, 2001), hal. 20.
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1. Direksi yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab

penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

2. Dewan Komisaris yaitu organ perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta

memberi nasihat kepada Direksi.

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu organ perseroan yang

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan

Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau

anggaran dasar.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan baik di

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Angaran Dasar.

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, syarat menjadi Direksi Perseroan

yaitu:

“Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan
yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima)
tahun sebelum pengangkatannya pernah :
1. dinyatakan pailit;
2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komissaris yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
atau

3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”

Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi dan Direksi bertanggung

jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan

serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Peraturan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota

Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dilakukan

oleh Komisaris atas nama RUPS yang dimuat dalam Anggaran Dasar perseroan.4

4 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, op.cit, hal.5.

Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI,2011



 

4

Dalam Pasal 97 UUPT menyatakan : 5

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)

2. Pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan setiap

anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas

kerugian perseroan apabila yang bersangkuta bersalah dan lalai dalam

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud

pada ayat (2)

4. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih tanggung

jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung

renteng bagi setiap anggota direksi.

5. Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kergian sebagai

mana dimaksud ayat (3) apabila dapat membuktikan :

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian

untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut.

6. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota

direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan

kerugian pada perseroan.

7. Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak

anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk

mengajukan gugatan atas nama perseroan.

5
Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007.
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Kewajiban Direksi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

yaitu:6

1. Direksi Wajib :

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS,

dan risalah rapat Direksi;

b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan

c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan

Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan

dokumen Perseroan lainnya.

2. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen

Perseroan lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 100 ayat (1) disimpan

di tempat kedudukan Perseroan.

3. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin

kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar

khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan

tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan

tahunan.

4. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham

yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya

dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar

khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwa Anggota Direksi

yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian

bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan

tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT).

6 Ibid.
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5. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih

dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam

1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain

maupun tidak (Pasal 102 ayat (1) UUPT).

Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan

yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu

yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan,

namun demikian perbuatan hukum tersebutyang dilakukan tanpa

persetujuan RUPS tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam

perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (Pasal 102 ayat (2) jo Pasal 102

ayat (4) UUPT);

Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadap

tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan

oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan

anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT).

Pada dasarnya anggota direksi adalah buruh atau pegawai perseroan.

Perseroan sebagai badan hukum adalah majikan anggota direksi. Di dalam PT

tertutup seringkali pemegang saham juga menjadi direksi perseroan yang

bersangkutan. Walaupun direktur itu adalah pemegang saham, namun ketika dia

menjadi direktur, maka dia terikat pada hubungan kerja dengan perseroan. Dengan

perkataan lain, dia adalah karyawan perseroan.

Di dalam PT terbuka, biasanya orang yang menjadi anggota direksi adalah

orang profesional yang bukan pemegan saham di perseroan yang bersangkutan.

Dalam kondisi demikian, anggota direksi murni pekerja atau karyawan perseroan.
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Sebagai konsekuensi dari kedudukan tersebut, maka hubungan hukum

antara direksi dan perseroan adalah hubungan kerja yang tunduk kepada hukum

perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Konsekuensi dari hubungan tersebut

adalah hak anggota direksi untuk mendapat upah atau gaji dari perseroan.7

Hubungan kerja antara direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan

kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan perseroan. Direksi memiliki

kedudukan fidusia (fiduciary position) di dalam perseroan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan

hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu

tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus

menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia

(fiduciary duties) dimana pengurus selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak

dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.

Perseroan Terbatas memiliki nilai lebih dibandingkan dengan organisasi

lainnya baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun dari aspek yuridis. Aspek

yuridis perseroan dapat diketahui dari Undang-Undang Perseroan Terbatas,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Pelaksana dan Anggaran Dasar Perseroan

Terbatas yang merupakan rambu-rambu pengaman.

Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia, Undang-Undang yang

mengatur tentang Perseroan Terbatas yang digunakan di Indonesia ini telah

mengalami perkembangan atau perubahan beberapa kali, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel –

Staatsblad 1847-23), Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang

perubahannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971,

dan juga berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

7 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan,

dan Yurisprudensi, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hal. 204.
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(Burgerlijk Wetboek ) Buku Ketiga tentang Perikatan, khususnya mulai

Bab Kedelapan Tentang Persekutuan.8

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, dengan

mencabut peraturan perundangan yang ada di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, dan inilah Undang-Undang tentang Perseroan

Terbatas yang merupakan produk Pemerintah Bangsa Indonesia untuk

pertama kalinya.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007,

dengan mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut.

Diundangkannya Undang ­ Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas terhitung sejak 16 Agustus 2007 yang lalu sebenarnya tidak

terlalu membawa banyak perubahan terhadap makna dan pengaturan mengenai

tanggung jawab terbatas pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Masalah tanggung jawab pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris

dalam Perseroan Terbatas sudah sejak lama menjadi perhatian. Dunia usaha

membutuhkan wadah dalam bentuk badan hukum dengan pertanggung jawaban

terbatas, agar perekonomian terus berkembang. Untuk itu diperkenalkanlah

perseroan terbatas dengan sifat tanggung jawab terbatasnya bagi pemegang

saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris. Keberadaan tanggung jawab yang

terbatas itu, pada praktiknya seringkali menerbitkan keraguan atas efektivitas dan

kerugian bagi kreditur yang beritikad baik. Sifat tanggung jawab terbatas ini juga

seringkali dijadikan tameng untuk keluar dari tanggung jawab pribadi.

Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Prof.

R. Subekti, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), Pasal 1618.
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di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh

tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh direksi sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk secara optimal mendapatkan keuntungan bagi perseroan

dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari transaksi yang dibuat oleh

perusahaan dengan pihak lain. Direksi tidak boleh membuat apa yang

disebut secret profits dan benefits front office. Dalam kaitan ini harus

dihindari terjadinya conflict of interest.

2. Direksi harus menggunakan wewenangnya untuk tujuan perseroan yang

seharusnya (proper purpose).

3. Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya termasuk

pula memperhatikan kepentingan karyawan, lingkungan sekitar, pemegang

saham dan masyarakat pada umumnya.

4. Direksi suatu perseroan harus memperhatikan kepentingan kreditor.

Direksi perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus

senantiasa 9:

1. Bertindak dengan itikad baik

2. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan

dari pemegang saham semata-mata

3. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan

tingkat kecermatan yang wajar10, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak

9 Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas : Resiko Hukum sebagai

Direksi, Komisaris & Pemilik PT, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hal. 43.

10 Fred BG Tumbuan, “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995”, makalah disampaikan pada

kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun ajaran 2001-2002, Jakarta, hal. 20.
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diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup

geraknya sendiri

4. Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat

mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan

berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan

dan persetujuan perseroan.

Yang dimaksud dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab adalah tidak

melakukan hal-hal seperti tidak mempelajari hal-hal mendasar dari bisnis

perseroan yang dipimpinnya, tidak membaca laporan-laporan, tidak berupaya

meminta bantuan yang diperlukan ketika telah ada isyarat mengenai datangnya

bahaya terhada perseroan, atau telah mengabaikan kewajiban untuk melakukan

tindakan dengan berhati-hati.

Direksi, dalam menjalankan pengurusan terhada perseroan, wajib

melaksanakannya semata-mata untuk kepentingan perseroan dan penuh kehati-

hatian. Jika direksi bersikap dan bertindak melanggar prinsip kehati-hatian

(standard of care), direksi tersebut dianggap telah melanggar prinsip kehati-

hatian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji

permasalahan tersebut dalam penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis

Terhadap Kewajiban Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas (Studi Kasus PT Binangun Intiaditya Grafisindo)”.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka disusunlah

pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewajiban Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas ?
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2. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Direksi dalam pengurusan PT

Binangun Intiaditya Grafisindo?

1.3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian

kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mempergunakan data

sekunder yang berupa bahan pustaka sebagai dasar penelitian dan diperoleh

melalui studi kepustakaan (Library Research). Data sekunder ini diperoleh dari

bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier. Yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. Peraturan-peraturan, Surat-surat Edaran dan Keputusan-keputusan lain

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Yang termasuk di dalam bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber

data yang diperoleh dari beberapa buku mengenai Perseroan Terbatas, Direksi,

dan kewajuban Direksi. Sedangkan yang termasuk bahan hukum tersier adalah

kamus hukum.

Semua data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan

metode analisis data secara kualitatif. Metode ini digunakan dalam penelitian agar

dapat diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga

akhirnya menghasilkan penelitian yang berbentuk evaluatif analitis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah terdiri atas 3 (tiga) bagian

atau disebut bab yang berkaitan, untuk melihat hubungan yang jelas antara satu

bab dengan bab lainnya dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari

latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang
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ingin diuraikan, metode penelitian, serta sistematika

penulisan.

BAB II : KEWAJIBAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN

PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN

PELAKSANAANNYA DALAM PT BINANGUN

INTIADITYA GRAFISINDO

Dalam Bab II akan diuraikan mengenai pengertian

Perseroan Terbatas, tata cara pendirian Perseroan

Terbatas, mengenai organ Perseroan Terbatas yang

diuraikan satu persatu yaitu Rapat Umum Pemegang

Saham, Direksi dan Dewan Komisari, dan kewajiban

masing-masing organ Perseroan Terbatas tersebut serta

analisis mengenai pelaksanaan kewajiban Direksi dalam

PT. Binangun Intiaditya Grafisindo berdasarkan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas.

BAB III : KESIMPULAN

Dalam Bab III ini memuat mengenai kesimpulan

sebagai jawaban atas permasalahan yang telah

dirumuskan pada Bab I.
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BAB II

KEWAJIBAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN

TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

DAN PELAKSANAANNYA DALAM PT BINANGUN INTIADITYA

GRAFISINDO

2.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas pada dasarnya adalah suatu badan hukum yang dapat

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia,

memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.

Badan hukum adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan

yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh

karena badan ini merupakan hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut

sebagai artificial person.

Di dalam hukum, istilah person (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni

manusia, dan badan hukum. Keduanya adalah subyek hukum, sehingga keduanya

adalah penyandang hak dan kewajiban hukum. Oleh karena badan hukum adalah

subyek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri,

anggota, atau penanam modal badan tersebut.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan

hukum dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan :10

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah

dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu:

10 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, (Jakarta :

Djambatan, 1982), hal. 63.
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2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama:

3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu

badan hukum, sedangkan persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat

formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah

badan hukum.

Perseroan Terbatas sebagai korporasi (corporation), yakni perkumpulan

yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada

dirinya, yakni :11

1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu

korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau

utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah

maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya, ia tidak

bertanggungjawab.

2. Perpetual Succession

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan

keanggotaannya tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya.

Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham

yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan

masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi PT

yang masuk dalam kategori PT Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu

Bursa Efek (listed), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham

tersebut.

11 David Kelly, et.al, Business Law, (London : Cavendish Publishing Limited, 2002), hal.

343-345.
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3. Memiliki Kekayaan Sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. Kekayaan tidak

dimiliki oleh pemilik, anggota, atau pemegang saham. Ini adalah suatu

kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan

tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

4. Memiliki Kewenangan Kontraktual serta Dapat Menuntut dan Dapat

Dituntut atas Nama Dirinya Sendiri

Badan hukum sebagai subyek hukum diperlakukan seperti manusia yang

memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan

kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat

dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.

Suatu Perseroan Terbatas biasanya memiliki lima karakteristik yang

penting, yaitu :12

1. Personalitas Hukum (legal personality)

Sebagai suatu entitas ekonomi, Perseroan Terbatas pada dasarnya berperan

sebagai nexus of contracts, yaitu merupakan pihak tunggal yang

mengkoordinasikan kegiatan pemasokan untuk Perseroan Terbatas dan

sekaligus konsumen sebagai pengguna produk dan jasa. Kontribusi hukum

perusahaan yang paling utama dan penting yaitu untuk mengijinkan

perusahaan menjalankan kegiatannya sebagai subyek hukum.

2. Terbatasnya Tanggung Jawab Pemegang Saham (limited liability)

Bentuk Perseroan Terbatas biasanya secara efektif membebankan ingkar

janji dalam kontrak yang dibuat Perseroan Terbatas dengan kreditornya

dibatasi dalam membuat tuntutan terhadap aset yang merupakan kekayaan

korporasi itu sendiri. Selain itu, hal ini juga bertujuan supaya kreditor

12 Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan,

dan Yurisprudensi, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hal. 12.
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tidak dapat menuntut lebih lanjut terhadap aset perseorangan yaitu

pemegang saham atau manajer Perseroan Terbatas. Pembatasan

pertanggungjawaban tersebut membedakan bentuk Perseroan Terbatas ini

dengan bentuk perusahaan lain, seperti persekutuan perdata.

3. Adanya Saham yang dapat Dialihkan (transferable shares)

Pengalihan saham secara penuh dalam kepemilikan merupakan salah satu

karakteristik Perseroan Terbatas yang membedakan Perseroan Terbatas

dari persekutuan perdata dan badan hukum lain yang sejenis. Sifat dapat

dialihkan (transferability) ini membuat Perseroan Terbatas mampu

melakukan kegiatan bisnisnya tanpa adanya gangguan ketika pemilik

Perseroan Terbatas itu berganti. Hal ini pada gilirannya dapat

meningkatkan likuiditas kepentingan pemegang saham dan memberikan

kemudahan bagi pemegang saham untuk membangun dan

mempertahankan diversifikasi investasi portofolio mereka.

4. Pendelegasian Manajemen

Pendelegasian manajemen merupakan sifat yang hampir ada di semua

Perseroan Terbatas besar dengan jumlah pemilik besar yang nominal

kepemilikan sahamnya kecil. Pendelegasian memperbolehkan adanya

pemusatan manajemen untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi. Hal

ini juga sama pentingnya dengan pendelegasian kewenangan dalam

membuat keputusan kepada individu tertentu memberitahukan pihak

ketiga sebagaimana kepada seseorang yang ada dalam perusahaan yang

memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian yang mengikat.

5. Kepemilikan Investor

Ada dua elemen penting dalam kepemilikan perusahaan, yaitu hak untuk

mengendalikan perusahaan dan hak untuk menerima pendapatan bersih

perusahaan. Hukum perusahaan pada pokoknya dibuat untuk memudahkan

investor-owned firms, yaitu perusahaan yang kedua elemen

kepemilikannya terikat pada investasi modal dalam perusahaan. Lebih
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khusus, dalam investor-owned firms, baik hak untuk berpartisipasisi dalam

pengendalian yang secara umum mencakup hak voting dalam pemilihan

direksi, dan hak voting untuk menyetujui transaksi yang penting dan hak

untuk menerima penghasilan residual perusahaan, atau keuntungan, sesuai

dengan proporsi jumlah modal yang dimasukkan investor ke perusahaan.

Dominasi kepemilikan saham dalam perusahaan-perusahaan besar

merefleksikan beberapa efisiensi keuntungan yang menarik perhatian.

Salah satunya yaitu, di antara banyaknya partisipan dalam perusahaan,

investor seringkali merupakan pihak yang sulit untuk mendapatkan

perlindungan melalui sarana kontraktual. Selain itu, investor yang

memiliki modal, secara khusus memiliki kepentingan homogen di antara

mereka sendiri, sehingga meminimalkan potensi konflik yang

membutuhkan biaya besar di antara para pihak yang bersama-sama

mengelola perusahaan.

Menjalankan bisnis dengan wadah korporasi khususnya PT memiliki

beberapa keuntungan yang jelas kelihatan, yakni adanya tanggung jawab

tidak terbatas bagi perseroan, tetapi tidak bagi pemegang saham.

Pemegang saham hanya bertanggung jawab sejumlah nominal saham yang

ia miliki. Pemilik saham menikmati terbatasnya tanggung jawab tersebut.

2.2. Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah

badan hukum yang yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang ini serta peraturan pelaksananya.

Dapat dilihat bahwa salah satu karakteristik mendasar dari suatu Perseroan

Terbatas sebagai corporation adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban

terbatas dari Perseroan Terbatas.
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Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan

yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia,

serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.13

Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan hukum (rechtspersoon) ialah suatu

badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.14

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum

sebagai badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat

bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan

perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.15

Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa badan hukum sebagai suatu

subyek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu

pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyandang hak dan

kewajibannya sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau menjadi

anggota dari badan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu

pribadi orang perorangan. Badan hukum hanya dipersamakan dengan individu

pribadi orang perorangan, dalam lapangan hukum benda dan hukum perikatan,

serta hukum-hukum lain yang merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut

dari kedua jenis hukum tersebut, yang juga dikenal dengan nama hukum harta

kekayaan

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang yang merupakan

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi

bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam hukum perjanjian.

13 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, ( Jakarta : PT Inter Masa, 1987), hal. 182.

14 Rochmat Soemitro, Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak

Perseroan, (Bandung : PT. Eresco, 1979), hal. 36.

15 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata , (Bandung : Penerbit Sumur

Bandung, 1966), hal. 84.
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Oleh karena Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai badan hukum yang

didirikan perjanjian, maka pendirian Perseroan Terbatas harus pula tunduk kepada

persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya

suatu perjanjian, yakni :

1. Kata Sepakat

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau

persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang

dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia

memang mengkehendaki apa yang disepakati.16

2. Kecakapan untuk Mengadakan Perjanjian

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap

untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang

dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan

bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni :

a. Orang yang belum dewasa

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang

telah melarang membuat perjanjian tertentu.

3. Suatu Hal Tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus

mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan

jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu, mengenai suatu

16 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Pejanjian Buku 1, (Bandung :

PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 164.
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hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan

kewajiban kedua belah pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian tidak dapat memperjanjikas sesuatu hal yang melanggar

hukum, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku

dalam masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian Perseroan Terbatas adalah

badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UUPT

mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan oleh dua orang atau

lebih. Orang di sini adalah dalam arti orang pribadi (persoon, person) atau badan

hukum. Dengan demikian, Perseroan Terbatas itu dapat didirikan oleh orang

pribadi atau badan hukum.

Pasal 7 ayat (2) UUPT menentukan bahwa setiap pendiri wajib mengambil

bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat

(3) UUPT tidak berlaku dalam hal peleburan.

Pasal 7 ayat (5) UUPT menentukan bahwa setelah perseroan memperoleh

status badan hukum pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut,

pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya

kepada pihak lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut dilampaui menurut Pasal 7

ayat (6) UUPT, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang

saham bertanggung jawab pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan.

Kemudian atas permohonan yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat

membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan adanya paling sedikit 2 (dua) orang pemegang saham dalam

perseroan tersebut menurut Pasal 7 ayat (7) UUPT tidak berlaku bagi :
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1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

2. Persero yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan,

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pendirian Perseroan Terbatas tersebut harus dengan akta notaris yang

dibuat dengan bahasa Indonesia. Dengan akta ini dibuat akta pendirian perseroan.

Dalam pembuatan akta pendirian di depan notaris, para pendiri dapat menghadap

sendiri ke notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa akta pendirian

perseroan tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-

kurangnya :

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan

kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan

alamat serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan

badan hukum dari pendiri perseroan;

2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan

kewarganegaraan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang

pertama kali diangkat;

3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian

jumlah saham, dan nilai nominal telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 7 ayat (4) UUPT menentukan bahwa perseroan mendapat status

badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pasal 9 ayat (1)

UUPT menentukan bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri tersebut, pendiri

bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi

administrasi
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2.3. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan

merupakan subyek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat

dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena

itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang

terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut di hadapan

pengadilan atas nama dirinya sendiri.

Walaupun PT adalah subyek hukum yang dapat melakukan hubungan

hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan

atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, PT sebagai badan

hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena

itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. Ia harus bertindak

dengan perantaraan orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut.

Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan

atas nama serta tanggung jawab badan hukum.17

UUPT mengharuskan PT untuk memiliki tiga organ, yakni Rapat Umum

Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

2.3.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham di dalam perseroan terbatas tidak memiliki

kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan.

Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan

jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS.

Pasal 1 angka 4 UUPT jo Pasal 78 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa

RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak

17 Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,

Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 17.
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diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan

dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.18

Dari ketentuan di atas tidak dapat disimpulkan bahwa RUPS bukan

merupakan organ tertinggi dalam perseroan. Organ ini hanya memiliki

wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan

komisaris. Karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan

berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (separation of power)

yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Dengan demikian,

tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan

tanggung jawab yang mereka miliki.

2.3.1.1 Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang

mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan

oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa

pedoman sebagai berikut:19

a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan

hukum yang berlaku

b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan

ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar

dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu.

c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan

kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan

stakeholders, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor,

masyarakat sekitar, dan sebagainya.

18 Indonesia, op.cit.

19 Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, (Bandung : CV Utomo,

2005), hal.126-127.
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d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan

dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan

tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai

konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas, memiliki beberapa

kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan UUPT. Kewenangan tersebut

berkaitan dengan:

1. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban

yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau

kuasanya (Pasal 13 ayat (1) UUPT);

2. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan

semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-

sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham menyetujui dalam

RUPS tersebut (Pasal 14 ayat (4) UUPT);

3. Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 19 ayat (1) UUPT);

4. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya (Pasal 38

ayat (1) UUPT);

5. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui

pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan

lanjutan saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 39 ayat (1) UUPT);

6. Penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1) UUPT);

7. Pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat ( ) UUPT);

8. Persetujuan rencana kerja tahunan (Pasal 64 ayat (2) UUPT);

9. Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan (Pasal 68 ayat (1)

dan (2) UUPT);

10. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan

serta laporan pengawasan dewan komisaris (Pasal 69 ayat (1) UUPT);
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11. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah

penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat (1)

UUPT);

12. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan perseroan antara

anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT);

13. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris

(Pasal 94, 105, 111 UUPT);

14. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96

ayat (1) UUPT);

15. Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh

anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan

kepentingan dengan perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPT);

16. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk :

17. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan

pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104

ayat(1) UUPT);

18. Menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan

Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat (7)

UUPT);

19. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota

Dewan Komisaris (Pasal 113 UUPT);

20. Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (2) UUPT);

21. Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan (Pasal 123 ayat

(3) UUPT);

22. Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan,

pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat (1) UUPT);
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23. Memberi keputusan atas pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1)

huruf a UUPT);

24. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi

(Pasal 143 ayat (1) UUPT).

2.3.1.2. Jenis Rapat Umum Pemegang Saham

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas mengenal dua macam

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 78 ayat (1) UUPT

menyebutkan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan (annual general meetings)

dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini adalah apa yang di dalam masyarakat

atau praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (extra ordinary general

meetings).

RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun buku berakhir (Pasal 78 ayat (2) UUPT),

sedangkan RUPS lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk

kepentingan perseroan (Pasal 78 ayat (3) UUPT). Dalam RUPS Tahunan,

semua dokumen dari laporan tahunan perseroan harus diajukan.

Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil

keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan

memerlukan penanganan segera. Jika tidak segera dilakukan penanganan

terhadap permasalahan tersebut akan menghambat operasionalisasi Perseroan

Terbatas. Adapun RUPS Tahunan antara lain bertujuan untuk menilai dan

memberikan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan

Terbatas pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan Direksi pada tahun

berikutnya.20

20 Anisitus Amanat, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan

Penerapannya dalam Akta Notaris, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), hal. 106.
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Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki organisasi

yang teratur harus memiliki rencana kerja tahunan. Berdasar ketentuan Pasal

63 UUPT, Direksi memiliki kewajiban untuk menyusun rencana kerja tahunan

sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja ini memuat

pula anggaran tahunan Perseroan Terbatas untuk tahun buku yang akan

datang.

Undang-undang memberi hak untuk mengatur organ perseroan mana

yang berwenang memberi persetujuan terhadap rencana kerja tahunan, akan

tetapi Pasal 64 UUPT mengatur tata cara pemberian persetujuan rencana kerja

tahunan, sesuai dengan mekanisme berikut :

1. Jika anggaran dasar menentukan rencana kerja tahunan harus

mendapat persetujuan Dewan Komisaris, Direksi langsung

menyampaikan rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan

Komisaris untuk mendapat persetujuan (Pasal 64 ayat (1) UUPT);

2. Kalau anggaran dasar menentukan rencana kerja tahunan harus

mendapat persetujuan RUPS, maka mekanismenya berdasarkan Pasal

64 ayat (2) UUPT yaitu :

a. Rencana kerja tahunan tersebut, harus disampaikan Direksi terlebih

dahulu kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah;

b. Setelah itu baru disampaikan kepada RUPS untuk mendapat

persetujuan.

Sehubungan dengan permasalahan rencana kerja tahunan harus

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, perlu diperhatikan

Penjelasan Pasal 64 ayat (2) UUPT, berkenaan dengan kalimat terakhir.

Menurut kalimat pertama persetujuan rencana kerja tahunan dari Dewan

Komisaris atau RUPS pada dasarnya harus diatur dalam anggaran dasar

perseroan. Akan tetapi, pada kalimat terakhir terdapat rumusan yang

mengatakan “kecuali” ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI,2011



 

28

Menurut Penjelasan Pasal 64 ayat (2) UUPT ini yang dimaksud dengan

“kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” adalah :

a. Apabila peraturan perundang-undangan tertentu dengan tegas

mengatakan persetujuan rencana kerja tahunan diberikan oleh RUPS,

maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja tahunan

disetujui oleh Dewan Komisaris, atau sebaliknya;

b. Apabila peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

menentukan, bahwa rencana kerja tahunan harus mendapatkan

persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak

dapat menentukan rencana kerja cukup disampaikan Direksi kepada

Dewan Komisaris atau RUPS.

Menurut Pasal 65 UUPT, dalam hal Direksi tidak menyampaikan

rencana kerja tersebut diatas, rencana kerja tahunan yang lalu diberlakukan.

Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi perseroan yang rencana

kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam

anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Kemungkinan memperbolehkan diberlakukan rencana kerja tahunan

yang lampau harus berdasarkan atas alasan yang terdiri atas :

a. Direksi tidak menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan

Komisaris atau RUPS sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar

i. Direksi tidak membuat atau menyusun rencana kerja tahunan untuk

tahun buku yang akan datang, atau telah dibuat dan telah disusun,

akan tetapi tidak disampaikan kepada Dewan Komisaris atau

RUPS untuk mendapat persetujuan;

ii. Dalam peristiwa yang demikian, menurut Pasal 65 ayat (1) UUPT,

rencana kerja tahunan tahun yang lampau diberlakukan
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iii. Dengan demikian segala kebijakan dan kegiatan yang akan

dilakukan pada tahun buku yang akan datang, berpedoman pada

rencana kerja tahunan tahun yang lampau.

b. Rencana kerja tahunan yang disampaikan Direksi kepada Dewan

Komisaris atau RUPS belum memperoleh persetujuan

i. Direksi telah membuat dan menyusun serta telah menyampaikan

rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris atau

RUPS untuk mendapat persetujuan

ii. Namun, walaupun telah memasuki tahun buku baru, rencana kerja

tahunan belum juga mendapat persetujuan sesuai dengan yang

ditentukan anggaran dasar, maka dalam hal demikian rencana kerja

tahunan tahun yang lampau berlaku bagi perseroan.

Selain membuat dan menyampaikan rencana kerja tahunan, Direksi

juga memiliki kewajiban membuat dan menyampaikan laporan tahunan

kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir (Pasal 66 ayat

(1) UUPT). Dalam UUPT tidak diatur secara tegas mengenai sanksi apabila

Direksi tidak melaksanakan kewajiban membuat dan menyampaikan rencana

kerja tahunan tersebut. Namun secara umum, kelalaian Direksi menyampaikan

laporan tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan, dapat diterapkan

ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT, bahwa Direksi dianggap lalai

memenuhi tanggung jawab atas pengurusan perseroan, serta dianggap tidak

melaksanakan kewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 66 ayat (2) UUPT mengatur mengenai apa saja yang harus

dimuat dalam Laporan Tahunan, yakni sekurang-kurangnya :

1. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya

i. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan

dengan tahun buku sebelumnya,

ii. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,
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iii. laporan arus kas,

iv. laporan perubahan ekuitas, serta

v. catatan atas laporan keuangan tersebut.

2. Laporan mengenai kegiatan perseroan

Yang dimaksud dengan laporan kegiatan perseroan menurut Penjelasan

Pasal 66 ayat (2) huruf b UUPT adalah termasuk laporan tentang hasil

atau kinerja perseroan.

3. Laporan pelaksanaan tanggung sosial dan lingkungan

4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi

kegiatan usaha perseroan

Yang dimaksud dengan rincian masalah menurut Penjelasan Pasal 66

ayat (2) huruf d UUPT, termasuk sengketa atau perkara yang

melibatkan perseroan.

5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh

Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau

6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

7. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan

tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk yang baru

lampau.

8. Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan di atas wajib disusun berdasarkan standar akuntansi

Indonesia. Kemudian neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang

bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada

Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 66 ayat (2)

UUPT).

Laporan Tahunan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi

dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang

bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan
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RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham (Pasal 67 ayat (1) UUPT).

Pada penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa yang dimaksud

dengan “penandatanganan laporan tahunan” adalah bentuk

pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam

melaksanakan tugasnya. Ditambahkan lagi oleh penjelasan ayat tersebut

bahwa dalam hal laporan perseroan diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan

publik laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat

laporan keuangan yang telah diaudit.

Pasal 67 ayat (2) UUPT menentukan bahwa dalam hal terdapat

anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani

laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya

secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat

tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

Kewajiban Direksi membuat pernyataan tertulis atas tidak ikutnya

salah seorang anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris

menandatangani laporan tahunan tersebut menurut Penjelasan Pasal 67 ayat

(2) UUPT adalah agar RUPS dapat mempergunakannya sebagai salah satu

bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tahunan

tersebut.

Dalam hal anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak

menandatangani laporan tahunan dan juga tidak memberikan alasan secara

tertulis mengenai tidak ditandatanganinya laporan tahunan, maka kepada yang

bersangkutan diterapkan anggapan hukum (legal presumption), bahwa

dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan tersebut, dan sepenuhnya ikut

memikul tanggung jawab hukum atas kebenaran yang tercantum dalam

laporan tahunan.

2.3.1.3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Pada dasarnya organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewajiban

untuk menyelenggarakan RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB

adalah Direksi. Akan tetapi apabila dalam hal-hal tertentu Direksi berhalangan
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atau ada pertentangan kepentingan maka RUPS dapat dilakukan berdasarkan

atas permintaan.

a. Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham

Yang dapat atau berhak meminta kepada Direksi agar diselenggarakan

RUPS Tahunan atau RUPSLB adalah :

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili

1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara,

kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau;

2. Dewan Komisaris

Agar permintaan pemegang saham atas penyelenggaraan RUPS dapat

diterima maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bentuk permintaan diajukan dengan Surat Tercatat

2. Diajukan kepada Direksi, dan tembusannya disampaikan kepada Dewan

Komisaris disertai dengan alasannya.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 79 ayat (3) UUPT, yang dapat menjadi

alasan permintaan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS

antara lain :

a. Direksi tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas

waktu yang ditentukan (Pasal 78 ayat (2) UUPT), yang mewajibkan

RUPS Tahunan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)

bulan setelah tahun buku berakhir; atau

b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan

berakhir.

Permintaan untuk menyelenggarakan RUPS yang datang dari

pemegang saham atau dari Dewan Komisaris yang telah memenuhi

persyaratan maka berdasarkan Pasal 79 ayat (5) UUPT Direksi wajib

melakukan panggilan RUPS, paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi.
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Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal

diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS, Direksi tidak melakukan

pemanggilan RUPS maka pemegang saham dapat mengajukan kembali

permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris, dan apabila yang melakukan

permintaan adalah Dewan Komisaris maka Dewan Komisaris dapat

melakukan panggilan RUPS sendiri. Dengan ketentuan apabila yang

mengadakan RUPS adalah Dewan Komisaris atas permintaan pemegang

saham, maka RUPS hanya terbatas membicarakan masalah yang berkaitan

dengan alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan, dan tidak

dibenarkan membicarakan mata acara lain.

Pemegang Saham yang permintaan penyelenggaraan RUPS nya

ditolak oleh Direksi maupun Dewan Komisaris, berdasarkan Pasal 80 ayat (1)

UUPT pemegang saham berhak mengajukan permohonan kepada Ketua

Pengadilan Negeri untuk meminta penyelenggaraan RUPS dengan ketentuan :

1. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan

RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan

surat permintaan;

2. Bentuknya adalah permohonan yang dituangkan dalam Surat Permohonan,

bukan gugatan;

3. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai asas actor sequitor

forum rei, yakni yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

perseroan;

4. Isi permintaan permohonan, agar Ketua Pengadilan Negeri menetapkan

pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan

RUPS.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan

Negeri pemegang saham sudah terlebih dahulu melakukan permintaan

penyelenggaraan RUPS kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris yang

memenuhi syarat yaitu telah melampaui jangka waktu 15 (lima belas) hari.
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Pengadilan sebelum mengeluarkan penetapan pemberian izin kepada

pemegang saham untuk melakukan pemanggilan RUPS harus terlebih dahulu

memanggil dan mendengar pemohon dan Direksi atau Dewan Komisaris. Dan

berdasarkan Pasal 80 ayat (2) UUPT, bahwa pemohon memikul beban wajib

bukti, yaitu :

1. Membuktikan bahwa persyaratan permohonan kepada Ketua Pengadilan

untuk menyelenggarakan RUPS telah dipenuhi, antara lain :

a. Pemohon benar mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara, sesuai dengan ketentuan Pasal

79 ayat (2) huruf a UUPT;

b. Telah mengajukan permintaan kepada Direksi atau Dewan Komisaris,

namun telah lewat tenggang 15 (lima belas) hari dari tanggal surat

permintaan mereka diterima, tidak dilakukan pemanggilan RUPS.

2. Membuktikan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk

diselenggarakannya RUPS

Apabila pemohon berhasil membuktikan secara sumir hal-hal tersebut

di atas, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan pemberian izin

kepada pemegang saham tersebut untuk melakukan sendiri pemanggilan

RUPS. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut memuat hal-hal sebagai

berikut :

1. Memberi izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS;

2. Menetapkan hal-hal berikut :

a. Bentuk RUPS, RUPS Tahunan maupun RUPSLB;

b. Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham

dan dilarang membicarakan mata acara lain;

c. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang

persyaratan pengambilan keputusan RUPS;

d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada

ketentuan UUPT atau anggaran dasar.
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3. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib hadir dalam

RUPS.

b. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham

Kuorum adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara

yang sah yang harus hadir dalam rapat. Jumlah ini dihitung menurut

banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya

sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan

perundang-undangan. Jika jumlah kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh

mengambil keputusan apapun. Setelah kuorum terpenuhi, rapat dapat

dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan.21

Mengenai permasalahan kuorum diatur pada Pasal 86, Pasal 88, dan

Pasal 89 UUPT. Perbedaan besarnya kuorum untuk setiap RUPS, didasarkan

pada faktor materi mata acara RUPS yang dibicarakan, yang dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Besarnya kuorum RUPS untuk mata acara biasa.

Berdasarkan Pasal 86 UUPT, besarnya kuorum kehadiran RUPS untuk

membicarakan mata acara biasa adalah sebesar lebih dari ½ (satu

perdua) bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

hadir atau diwakili. Apabila kuorum RUPS tersebut tidak tercapai

maka rapat tetap dibuka dan kemudian ditutup, dan dibuat notulen

rapat yang menerangkan RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena

kuorum tidak tercapai.

RUPS kedua diadakan dengan kuorum 1/3 (satu pertiga) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan

keputusan sah yang diambil apabila disetujui paling sedikit 1/3 (satu

pertiga) dari seluruh suara yang dikeluarkan.

21 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung : Citra Aditya Bakti,

2003), hal. 142.

Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI,2011



 

36

Apabila kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, maka perseroan

dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan

kuorum untuk RUPS ketiga.

2. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS untuk mata

acara mengubah anggaran dasar perseroan.

Besarnya kuorum RUPS untuk mata acara mengubah anggaran dasar

ditentukan dalam Pasal 88 UUPT yaitu paling sedikit 2/3 (dua pertiga)

bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau

diwakili dan keputusan yang diambil sah apabila disetujui paling

sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Apabila kuorum RUPS tersebut tidak tercapai maka rapat tetap dibuka

dan kemudian ditutup, dan dibuat notulen rapat yang menerangkan

RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai.

RUPS kedua diadakan dengan kuorum 3/5 (tiga perlima) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan

keputusan sah yang diambil apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua

pertiga) dari seluruh suara yang dikeluarkan.

Apabila kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, maka perseroan

dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan

kuorum untuk RUPS ketiga.

3. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS atas mata acara

yang disebut Pasal 89 ayat (1) UUPT.

Pasal 89 ayat (1) UUPT menyebut mata acara RUPS yang memerlukan

kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan tertentu yaitu seperti :

a. Penggabungan perseroan

b. Peleburan perseroan

c. Pengambilalihan perseroan

d. Pemisahan perseroan

e. Pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit

f. Perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan
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g. Pembubaran perseroan.

Terhadap mata acara tersebut diatas telah ditetapkan kuorum kehadiran

dan pengambilan keputusan pada RUPS yaitu paling sedikit ¾ (tiga

perempat) bagian, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

hadir atau diwakili dan keputusan yang diambil sah apabila disetujui

paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan. Apabila kuorum RUPS tersebut tidak tercapai maka rapat

tetap dibuka dan kemudian ditutup, dan dibuat notulen rapat yang

menerangkan RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum

tidak tercapai. RUPS kedua diadakan dengan kuorum 2/3 (dua pertiga)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau

diwakili dan keputusan sah yang diambil apabila disetujui paling

sedikit ¾ (tiga perempat) dari seluruh suara yang dikeluarkan.

Apabila kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, maka perseroan

dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan

kuorum untuk RUPS ketiga.

2.3.2. Direksi

Direksi merupakan dewan direktur (board of directors) yang dapat

terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila Direksi lebih dari satu

orang Direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama dan yang lainnya

menjadi Direktur atau Wakil Direktur.

Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, Direksi adalah organ perseroan yang

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta

mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar.

Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Direksi menjalankan

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud

dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa

Direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan
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yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

2.3.2.1. Kedudukan Dan Kewajiban Direksi Dalam Perseroan Terbatas

Hubungan antara Direksi dan Perseroan selain didasarkan pada

hubungan kerja, Direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan Perseroan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum

harus melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak

akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus lahir

hubungan fidusia (fiduciary duties) di mana pengurus selalu menjadi pihak

yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk

kepentingan Perseroan semata.22

Fidusia secara teknis dimaknai sebagai memegang sesuatu dalam

kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan

untuk kepentingan orang. Seseorang yang memiliki tugas fiduciary manakala

ia memiliki kapasitas fiduciary. Seseorang dikatakan memiliki kapasitas

fiduciary jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang

dikuasainya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan

orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki

kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki

itikad baik dalam menjalankan tugasnya.23

Fiduciary duties Direksi akan memberikan perlindungan yang berarti

bagi pemegang saham dan Perseroan. Hal ini dikarenakan pemegang saham

dan Perseroan tidak dapat sepenuhnya melindungi diri sendiri dari tindakan

Direksi yang merugikan Perseroan di mana Direksi bertindak atas nama

Perseroan dan pemegang saham. Sehingga untuk menghindari adanya

22 Bambang Kesowo, “Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-

Undang Perseroan Terbatas”, Newsletter, no 23/vi/Desember 1995, hal. 1.

23 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law-Eksistensinya dalam

Hukum Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 33.
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penyalahgunaan aset-aset Perseroan dan wewenang oleh Direksi maka Direksi

dibebankan adanya fiduciary duties.

Biasanya fiduciary duty Direksi dibagi menjadi dua komponen utama

yaitu duty of care dan duty of loyaty. Duty of care pada dasarnya merupakan

kewajiban Direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat

tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat

keputusan bisnis, dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian

dan kehati-hatian yang masuk akal. Duty of loyalty mencakup kewajiban

Direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan

Perseroan dalam melakukan transaksi di mana transaksi tersebut dapat

menguntungkan Direksi dengan menggunakan biaya-biaya yang ditanggung

oleh perusahaan atau corporate opportunity. Duty of loyalty dapat pula

dipahami sebagai kewajiban untuk bertindak tanpa rasa egois atau kewajiban

beneficiary untuk mengutamakan kepentingan fiduciary-nya.

Dua kewajiban ini seringkali dibagi lagi menjadi beberapa kewajiban

seperti duty of honesty, duty of candor, dan duty of disclosure. Kewajiban-

kewajiban tersebut merupakan pengembangan dari penerapan fiduciary duty

Direksi secara umum untuk beberapa keadaan tertentu. Dengan kata lain,

kewajiban-kewajiban tersebut hanya merupakan model untuk membantu

mempermudah mengeksplorasi konsep fiduciary duty jika diterapkan dalam

satu keadaan tertentu.

Kepengurusan Perseroan Terbatas sehari-hari dilakukan oleh Direksi.

Keberadaan Direksi dalam suatu organ perseroan perupakan suatu keharusan

dengan kata lain Perseroan wajib memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan

Perseroan sebagai artificial person, di mana Perseroan tidak dapat berbuat

apa-apa tanpa adanya bantuan anggota Direksi sebagai natural person.

Berdasarkan fiduciary duty, Direksi suatu Perseroan diberi

kepercayaan yang tinggi oleh Perseroan untuk mengelola suatu perusahaan.

Dalam hal ini, Direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang

tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan Perseroan.

Tinjauan yuridis..., Asri Anindita, FHUI,2011



 

40

Direksi juga harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan

Perseroan secara baik demi kepentingan Perseroan, memajukan Perseroan,

meningkatkan nilai saham Perseroan, menghasilkan keuntungan pada

Perseroan, shareholders dan stakeholders. Berdasarkan kewenangan yang ada

padanya (proper purposes), Direksi harus mampu mengekspresikan dan

menjalankan tugasnya dengan baik, agar Perseroan selalu berjalan di jalur

yang benar atau layak. Dengan demikian, Direksi harus mampu

menghindarkan Perseroan dari tindakan-tindakan yang ilegal, bertentangan

dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan

kesepakatan yang dibuat dengan organ Perseroan lain, shareholders dan

stakeholders.24

Hubungan fiduciary timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi

kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya

sendiri. Fiduciary duty Direksi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :25

1. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk

kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa

persetujuan atau tanpa sepengetahuan Perseroan.

2. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus

untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun

pihak ketiga, kecuali atas persetujuan Perseroan.

3. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset

Perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.

Selain itu, Direksi dalam Perseroan juga harus memperhatikan hal-hal

yang bersifat negatif pada Perseroan, seperti unfettered discretion, maksudnya

24 Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good

Corporate Governance, (dalam kuliah Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, Jakarta, 2002), hal. 154.

25 Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum

Perusahaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 196.
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agar Direksi jangan sampai terbelenggu oleh keinginan-keinginan membuat

kebijakan di luar kewenangannya. Dalam artian ini, Direksi harus mampu

menolak berbagai intervensi dari pemegang saham yang memaksanya untuk

mengambil kebijakan demi kepentingan atau motif-motif pribadi.26

Karena kedudukan Direksi yang bersifat fiduciary, yang oleh UUPT

sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab Direksi menjadi

sangat tinggi. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang

disengaja, tetapi dia juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan

mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang

penting bagi Perseroan.27

Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi

wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk

kepentingan dan usaha Perseroan.

Dalam menjalankan tugas fiduciary duties, seorang Direksi harus

melakukan tugasnya sebagai berikut :28

1. Dilakukan dengan itikad baik;

2. Dilakukan dengan proper purposes;

3. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab

4. Tidak memiliki benturan kepentingan

Oleh karena itu, apabila terjadi conflict of duty dan benturan

kepentingan pada saat menjalankan perseroan, direksi harus mampu

mengelola secara bijak berbagai pertentangan sebagai akibat adanya

perbedaan kepentingan para pemegang saham.

26 Wilamarta, op.cit, hal 135-136.

27 Fuady, op.cit, hal 82.

28 Ibid.
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Selain kewajiban berdasarkan fiduciary duty, kewajiban direksi yang

lain adalah:

1. Duty of Care;

Direktur dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan

yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang

cermat. Dalam kebijakan yang dibuatnya, direktur harus selalu

bertindak dengan hati-hati dengan mempertimbangkan keadaan,

kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.29

2. Duties of Loyalty;

Sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam perusahaan

adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan

profesional. Direksi harus selalu berpihak pada kepentingan

perusahaan yang dipimpinnya. Direksi yang diberi kepercayaan oleh

pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham

dan stakeholders, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan,

serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas

kepentingan pribadi.30

Direksi dilarang menggunakan posisinya untuk mengutamakan

kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan yang telah

memberinya kepercayaan dan segala perbuatan hukum yang

menguntungkan pribadi direksi dan merugikan perseroan merupakan

hal yang bertentangan dengan duty of loyalties. Direksi juga dilarang

untuk melakukan hal-hal seperti bersaing dengan perusahaan yang

bertujuan merusak perusahaan tersebut, merebut kesempatan yang ada

dalam perusahaan, merealisasikan keuntungan pribadi yang berasal

dari informasi material yang ada, menggunakan aset perusahaan demi

29 Wilamarta, op.cit, hal. 140.

30 Ibid, hal. 142-143.
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kepentingan pribadinya, dan ikut serta dalam pembuatan perjanjian

yang menimbulkan adanya benturan kepentingan.31

3. Duties of Skill; dan

Kemampuan atau keahlian mengurus perseroan merupakan persyaratan

yang harus dimiliki oleh direksi dan komisaris. Sebagai pucuk

pimpinan suatu perseroan, kualifikasi profesional ini menjadi

persyaratan yang tidak dapat ditawar.32

4. Duties to Act Lawfully

Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham berkewajiban

untuk memimpin perseroan sesuai dengan hukum atau peraturan yang

berlaku. Apabila direksi mengetahui perbuatan yang akan

dilakukannya bertentangan dengan hukum atau peraturan yang

berlaku, maka pengurus perseroan tersebut sudah seharusnya tidak

melakukannya. Direksi dalam menjalankan tugas perseroan harus

sesuai dengan ketentuan dari UUPT dan Anggaran Dasar perseroan,

tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kehati-haian, iktikad

baik, konsekuen dan konsisten.33

Kewajiban anggota Direksi biasanya ditentukan di dalam Anggaran

Dasar Perseroan, akan tetapi tanpa mengurangi apa yang diatur di dalam

Anggaran Dasar, UUPT telah mengatur pokok-pokok kewajiban yang harus

dilakukan anggota Direksi dalam menjalankan kepengurusannya, yaitu :34

1. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham

yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya

31 Khairandy, op.cit., hal. 212.

32 Ibid, hal. 144.

33 Ibid, hal. 145.

34 Indonesia, op.cit.
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dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam

daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwa

Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan

menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara

pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT).

2. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari

pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar

khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham

kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak (

Pasal 56 ayat (3) UUPT).

Dalam hal pemberitahuan hal tersebut belum dilakukan, Menteri

menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang

dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang

belum diberitahukan tersebut (Pasal 56 ayat (4) UUPT).

3. Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsung

maupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikan

bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang

tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yang

jika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batal

karena hukum. (Pasal 37 ayat (2) UUPT).

Dalam hal terjadi pertentangan yang membatalkan transaksi pembelian

tersebut, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab

atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang

timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut

(Pasal 37 ayat (3) UUPT).

4. Terkait dengan pembagian dividen interim, Direksi wajib memastikan

bahwa :
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a. Akibat pembagian tersebut jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak

menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor

ditambah cadangan wajib;

b. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu

kegiatan Perseroan:

c. Ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh

persetujuan Dewan Komisaris:

d. Jika ternyata setelah tahun buku perseroan berakhir perseroan

menderita kerugian, pemegang saham harus dapat mengembalikan

dividen interim yang terlah dibagi tersebut kepada perseroan (Pasal

72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT).

Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyara Perseroan menderita

kerugian, dan dividen interim yang telah dibagikan seharusnya

dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan tidak dapat

dikembalaikan, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung

jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan (Pasal 72 ayat

(6) UUPT);

5. Direksi wajib :

a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS,

dan risalah rapat Direksi;

b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66

UUPT dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan

c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan

Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dan

dokumen Perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) UUPT);

6. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya

tahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT);
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7. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah

ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat (1)

UUPT);

8. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada

akuntan publik untuk diaudit apabila :

1. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola

dana masyarakat;

2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;

3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;

4. Perseroan merupakan persero;

5. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha

dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000 (lima puluh

miliar rupiah); atau

6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 68 ayat (1)

UUPT).

Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan

tidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);

9. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan

didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPS

diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) UUPT)

Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan :

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu

jumlah yang lebih kecil; atau
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2. Dewan Komisaris (Pasal 79 ayat (2) UUPT);

10. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

1. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

2. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan

lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih

perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan

satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1) UUPT)

Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih

Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau

jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran

dasar Perseroan, namun demikian perbuatan hukum tersebut yang

dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan

sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

(Pasal 102 ayat (2) jo. Pasal 102 ayat (4) UUPT);

Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadap

tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang

dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksannaan kegiatan usaha Perseroan

sesuai anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT):

11. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan

permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,

dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT):

12. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan

permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau

pemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT):
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13. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan

permohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) jo. Pasal 142

ayat (1) butir a UUPT).

2.3.2.2. Pengangkatan Direksi

Tidak semua orang dapat menjadi anggota Direksi Perseroan Terbatas,

berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UUPT menentukan bahwa orang yang dapat

diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap

melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum

pengangkatannya pernah :35

1. Dinyatakan pailit;

2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

atau

3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut terhitung sejak yang

bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau

apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.36

Ketentuan Pasal 93 ayat (3) UUPT mengharuskan bahwa semua

persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT, maupun

persyaratan tambahan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

tertentu, dibuktikan dengan surat yang terdiri atas :37

35 Ibid.

36 Ibid., Penjelasan Pasal 93 ayat (1).

37 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal.

358.
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1. Surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Direksi yang

bersangkutan berkenaan dengan persyaratan Pasal 93 ayat (1) UUPT;

2. Surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan

Pasal 93 ayat (2) UUPT.

Berdasarkan Pasal 94 UUPT dijelaskan mengenai siapa yang

berwenang mengangkat anggota Direksi , tata cara pengangkatan, penggantian

serta pemberhentian Direksi, yaitu sebagai berikut :38

1. Pengangkatan anggota Direksi menjadi kewenangan mutlak RUPS

Hal tersebut diatur dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT yang mengatakan

bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan di pertegas oleh

penjelasan pasal tersebut yang menyatakan bahwa kewenangan RUPS

mengangkat anggota Direksi tidak dapat dilimpahkan kepada organ

perseroan lainnya, yang berarti bahwa kewenangan itu mutlak berada

di tangan RUPS, dan juga tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain

di luar perseroan.

Terhadap hal tersebut terdapat pengecualian pada saat pengangkatan

anggota Direksi untuk pertama kali, berdasarkan Pasal 94 ayat (2)

UUPT yaitu dilakukan sendiri oleh Pendiri dan hal tersebut dilakukan

dan ditetapkan Pendiri dalam Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan

Pasal 8 ayat (2) huruf b UUPT. Akan tetapi untuk pengangkatan

selanjutnya berpindah dari tangan Pendiri kepada RUPS. Ketentuan ini

bersifat imperatif atau memaksa, tidak dapat diatur di dalam anggaran

dasar perseroan.

38 Indonesia, op.cit.
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2. Diangkat untuk jangka waktu tertentu

Masa jabatan anggota Direksi biasanya diatur di dalam anggaran dasar

Perseroan. Apabila anggaran dasar tidak menetapkan mengenai masa

jabatan anggota Direksi, maka RUPS yang berwenang menetapkannya.

3. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

Direksi diatur dalam anggaran dasar

Hal mengenai bahwa anggaran dasar mengatur mengenai tata cara

pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi

tercantum di dalam Pasal 94 ayat (4) UUPT. Tanpa mengurangi

ketentuan yang membolehkan Anggaran Dasar mengatur mengenai hal

tersebut, Pasal 94 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) menentukan beberapa

ketentuan yang bersifat imperatif, yaitu:

a. Setiap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

Direksi, keputusan RUPS yang bersangkutan harus menetapkan

saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan

pemberhentian tersebut;

b. Apabila keputusan RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya,

maka pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

c. Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi tersebut

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat

dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS yang memuat

mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

Direksi tersebut

2.3.2.3. Tanggung Jawab Pribadi Direksi

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa direksi memiliki kewajiban

untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (fiduciary duties).

Dengan amanah tersebut anggota direksi wajib menjalankan pengurusan
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perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.

Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan

pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan

perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (duty of care).39

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai

pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam

menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian,

maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi, sesuai dengan

Pasal 97 ayat (3) UUPT yang menentukan bahwa setiap anggota direksi

bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus

perseroan.

Pasal 97 ayat (4) UUPT menentukan bahwa jika direksi terdiri atas 2

(dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut

berlaku secara tangung renteng bagi setiap anggota direksi.40

Namun demikian, jika anggota direksi dapat membuktikan

sebagaimana ditentukan oleh Pasal 97 ayat (5) UUPT, maka anggota direksi

tidak bertanggungjawab secara pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota

direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang

menimpa perseroan, jika dia dapat membuktikan:41

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

39 Khairandy, op.cit., hal. 221.

40 Indonesia, op.cit.

41Ibid.
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3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut.

2.3.3. Dewan Komisaris

2.3.3.1. Kedudukan dan Fungsi Dewan Komisaris

Organ ketiga dalam perseroan adalah komisaris. Komisaris menurut

Pasal 1 angka 6 UUPT adalah sebagai organ perseroan yang bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan

anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.42 Ketentuan ini

dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa dewan

komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya

pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha

perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Berdasar Pasal 108 ayat (2) UUPT, pengawasan dan pemberian nasihat

dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan

perseroan. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang

dimaksud “untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan”

adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan

komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Pengawasan

dan pemberian nasihat itu untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.43

Dengan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa, dewan komisaris

di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Komisaris adalah

42 Ibid.

43Ibid.
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badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal

tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.

Fungsi komisaris dalam perseroan adalah untuk mengawasi dan

memberi nasihat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan

melanggar hukum yang merugikan perseroan, shareholders dan stakeholders.

Fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :44

1. Fungsi Pengawasan

a. Audit Keuangan

Pengawasan dalam bidang keuangan selalu menempati posisi

sentral dalam setiap perusahaan. Sebagai alat satuan hitung dan alat

tukar, maka uang itu merupakan ekspresi dari omset, aset dan laba

rugi yang dapat menggambarkan keadaan suatu perseroan. Oleh

karena itu, audit atas cash flow dan kesehatan keuangan perseroan

harus dimonitor denga baik.

b. Audit Organisasi

Pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan lini dari

pimpinan, bentuk dan besarnya struktur suatu organisasi, harus

selalu disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Bila akan diambil

kebijakan untuk membentuk suatu bagian tertentu dari perusahaan,

maka hal tersebut harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh

dan tepat guna. Analisis biaya dan manfaat (cost benefit analysis)

dapat membantu menentukan bentuk dan besarnya struktur

organisasi secara tepat guna.

44 Wilamarta, op.cit., hal. 149-150.
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c. Audit Personalia

Pengawasan terhadap personalia, penentuan kriteria untuk

mendapatkan personal yang memenuhi kualifikasi sesuai

kebutuhan perseroan memerlukan ketelitian. Meskipun terhadap

prinsip-prinsip yang dititikberatkan atau diperuntukkan bagi

direksi untuk mencari sumber daya manusia, namun secara selektif

dapat diterapkan pedoman umum, seperti fiduciary duties, duties of

loyalty, duties of skill, duties of care, dan duties to act lawfully

yang dapat membantu komisaris dalam mengaudit personalia.

2. Fungsi Penasehat

a. Dalam Pembuatan Agenda Program

Pemberian nasihat atau masukan yang diberikan oleh komisaris

kepada direksi, baik dalam proses pembuatan agenda rapat maupun

dalam program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam

perumusan kebijaksanaan perseroan. Informasi yang diberikan

dalam rangka pembuatan agenda progam demi implementasi Good

Corporate Governance dan kemajuan perusahaan sudah sepatutnya

diperhatikan oleh direksi.

b. Dalam Pelaksanaan Agenda Program

Pemberian nasihat atau masukan dari komisaris kepada direksi

dalam proses pelaksanaan agenda program kerja dapat disebut

sebagai nasihat-nasihat dalam implementasi Good Corporate

Governance. Sebagaimana dalam pembuatan agenda rapat dan

program kerja, maka informasi yang diberikan demi kebaikan dan

keberhasilan perusahaan dalam rangka Good Corporate

Governance sudah sepatutnya diperhatikan oleh direksi.
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Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas

tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT. Prinsip-

prinsip tersebut adalah sebagai berikut :45

1. Komisaris merupakan badan pengawas

Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi).

Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi

perseroan secara umum.

2. Komisaris merupakan badan independen

Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris

merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada

kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-

mata hanya untuk kepentingan perseroan.

3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (non executive)

Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (decision

maker), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas

manajemen (non executive). Pihak yang memiliki tugas manajemen

atau eksekutif hanyalah direksi.

4. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada

direksi

Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak

berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada

direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada

komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi

45 Fuady, op.cit., hal. 76.
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badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris

dilakukan melalui jalan sebagai berikut:

a. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi

b. Memberhentikan direksi untuk sementara

c. Memberi nasihat kepada direksi, baik diminta maupun tidak, dalam

rangka pelaksanaan pengawasan

5. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS

Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen,

maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui

bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan.

RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberhentikan

komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya

(with or without cause)

Pasal 108 ayat (3) UUPT menentukan bahwa dewan komisaris terdiri

atas 1(satu) orang atau anggota atau lebih. Oleh Pasal 108 ayat (4) UUPT

ditentukan lagi bahwa dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu)

orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak

dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasar keputusan dewan

komisaris.46

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris juga mempunyai

beberapa kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 116

UUPT. Kewajiban dewan komisaris meliputi:47

a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;

46 Indonesia, op.cit.

47 Ibid.
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b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya

dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain, atau

c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan

selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

2.3.3.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 110 ayat (1) UUPT menentukan bahwa orang yang dapat

diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang

cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun

sebelum pengangkatannya pernah:48

1. Dinyatakan pailit;

2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

atau

3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2.3.3.3. Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa dewan komisaris

bertanggungjawab atas pengawasan perseroan berkenaan dengan kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan

maupun usaha perseroan.

Pasal 114 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa komisaris wajib

dengan iktikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan

tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dan sesuai dengan

maksud dan tujuan perseroan.

48 Ibid.
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Pasal 114 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi

ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan

hal ini, Penjelasan Pasal 113 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa ketentuan

pada ayat ini menegaskan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai

dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada

perseroan karena pengurusan yang dilakukan direksi, anggota dewan

komisaris tersebut ikut bertanggungjawab sebatas kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam hal anggota dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan

komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung

renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.49

Pasal 114 ayat (5) UUPT menentukan anggota dewan komisaris tidak

dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut di atas apabila dia

dapat membuktikan:50

1. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian

untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

perseroan;

2. Tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan

kerugian; dan

3. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau

berlanjutnya kerugian tersebut.

49 Ibid.,Pasal 114 ayat (4).

50 Ibid.
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2.4. Kasus Posisi

2.4.1. Para Pihak

Para pihak yang berperkara dalam gugatan kasus perdata ini

diantaranya adalah :

1. Penggugat

a. PT Binangun Intiaditya Grafisindo, Perseroan Terbatas tersebut

bergerak di bidang usaha periklanan, yang Anggaran Dasar dan

perubahannya telah di daftarkan pada Berita Negara Republik

Indonesia, yaitu sebagai Penggugat I.

b. Tuan Tri Supritoyo, dalam kedudukannya sebagai Komisaris dan

pemegang saham pada PT Binangun Intiaditya Grafisindo, sebagai

Penggugat II.

c. Tuan Edy Samhudi, selaku pemegang saham pada PT Binangun

Intiaditya Grafisindo, sebagai Penggugat III.

d. Tuan Jamari Syarif, selaku pemegang saham pada PT Binangun

Intiaditya Grafisindo, sebagai Penggugat IV.

2. Tergugat

a. Tuan Ir. H. Sudaryono, mantan Direktur Utama, PT Binangun

Intiaditya Grafisindo, sebagai Tergugat I.

b. Tuan Ir. H.M. Nasir Hasyim, mantan Direktur PT Binangun

Intiaditya Grafisindo, sebagai Tergugat II.

2.4.2. Latar Belakang Gugatan

Dari putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk,

terdapat fakta-fakta mengenai kasus, yaitu :

1. Bahwa berawal dari diajaknya Penggugat II oleh Tergugat I melalui

Bapak Susanto untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas yang
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bergerak dibidang reklame media luar ruang, sehingga pada tanggal 5

Mei 1997 antara Penggugat II,III, IV, dan Bapak Endang Dartiman

bersama-sama Tergugat I telah sepakat untuk mendirikan sebuah

Perseroan Terbatas yang diberi nama PT Binangun Intiaditya

Grafisindo (Penggugat I), dimana telah didirikan sesuai dengan hukum

dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

2. Bahwa setelah Perseroan berjalan 3 (tiga) bulan, Bapak Susanto

menjual sahamnya kepada Tergugat I dan Bapak Endang Dartiman.

3. Bahwa selanjutnya Tergugat I juga menjual sahamnya kepada

Tergugat II, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan

Rapat nomor 31.

4. Bahwa dengan adanya penjualan saham tersebut, maka disepakati

untuk mengangkat Bapak Nasir Hasyim (Tergugat II) menjadi Direktur

Perseroan.

5. Bahwa dengan masuknya Tergugat II ke dalam Penggugat I sebagai

pemegang saham dan pengurus Perseroan membuat suasana menjadi

tidak kondusif, hal tersebut dibuktikan dengan berhentinya Endang

Dartiman sebagai pengurus Perseroan dan menjual seluruh sahamnya

kepada Penggugat I.

6. Bahwa Tergugat I telah merekayasa untuk menguntungkan diri sendiri

dengan cara mengalihkan saham yang telah dijual oleh Endang

Dartiman kepada Penggugat I, dan seolah-olah Penggugat I telah

mengalihkan kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan para Penggugat

dengan membuat akta pernyataan Notulen RUPS palsu tertanggal 3

April 2001, yang dibuktikan dengan tidak identiknya tanda tangan

Penggugat II dan III yang ada dalam Notulen Rapat tersebut.

Berdasarkan Notulen Rapat tersebut Tergugat I telah membuat

perubahan Akta pada tanggal 2 Juli 2001, maka terbitlah Akta

Pernyataan Keputusan Rapat nomor 1 yang dibuat oleh dihadapan

Notaris di Jakarta.
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Padahal sesungguhnya Penggugat I tidak pernah menyelenggarakan

RUPS sebagaimana dalam Akta pernyataan Keputusan Rapat nomor 1

yang dibuat oleh dihadapan Notaris tersebut adalah cacat hukum dan

tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Telah diselenggarakan RUPS Tahunan pada bulan Juni 2000, perihal

pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan operasional perusahaan

tahun buku 1999, yang berdasarkan hasil RUPS tersebut Tergugat

diminta untuk memperbaiki laporan keuangan yang dibuat oleh

Tergugat karena tidak sesuai dengan standar akuntansi.

8. Bahwa selain RUPS bulan Juni 2000 tersebut tidak pernah diadakan

RUPS Tahunan sampai dengan tanggal 22 November 2002. Dan

Tergugat pun tidak juga memperbaiki laporan keuangan sesuai dengan

keputusan RUPS pada bulan Juni 2000 tersebut.

9. Pada tanggal 10 Juni 2002, Para Tergugat mendirikan Perseroan

Terbatas yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan Penggugat,

dan para Tergugat memindahkan klien-klien dan lokasi billboard milik

Penggugat I tanpa persetujuan para Penggugat, hal tersebut dibuktikan

dengan surat dari para Tergugat kepada salah satu klien Penggugat

yang menyatakan bahwa Penggugat I dan perusahaan milik para

Tergugat telah dilebur menjadi satu.

10. Bahwa Penggugat II sebagai Komisaris dari Perseroan Terbatas

tersebut mulai dari tahun 1998 sampai dengan 2002 tidak begitu

maksimal melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris, dikarenakan

menderita sakit ginjal sehingga sampai dioperasi di Singapura.

11. Setelah Penggugat II sehat kembali, pada tanggal 10 Juni 2002,

mengirimkan Surat kepada para Tergugat untuk

mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang pada RUPS

Tahunan terakhir tahun 2000 diminta untuk diperbaiki dan untuk

menyelenggarakan RUPS Tahunan.
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12. Permintaan Penggugat II untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan

baru dilaksanakan pada tanggal 22 November 2002 di tempat

kedudukan Penggugat I, yang menghasilkan keputusan:

a. Pernyataan Tergugat I selaku Direktur Utama yang menyatakan

bahwa saham atas nama Endang Dartiman dijual ke Perseroan.

b. Kesepakatan otorisasi pengeluaran uang, bahwa setiap pengeluaran

uang Perseroan Terbatas harus ditandatangani Direktur Utama dan

Komisaris Utama.

c. Kesepakatan untuk melanjutkan RUPS pada tanggal 25 November

2002.

13. Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama dengan sengaja tidak

melaksanakan kesepakatan RUPS tersebut dan melakukan pelanggaran

otorisasi, dengan mencairkan uang-uang Perseroan tanpa

sepengetahuan Penggugat II sebagai Komisaris Utama.

14. Bahwa dikarenakan Tergugat I maupun Tergugat II tidak segera

melaksanakan RUPS lanjutan maka pada tanggal 29 November 2002,

Penggugat II selaku Komisaris Utama mengirimkan surat permohonan

kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk secepatnya

menyelenggarakan RUPS.

15. Bahwa selanjutnya diselenggarakan RUPS pada tanggal 2 Desember

2002 di tempat kedudukan Perseroan, yang menghasilkan keputusan

sebagai berikut :

a. Menon-aktifkan Tergugat I sebagai Direktur Utama atas

permintaan sendiri, tetapi tidak diberikan pelunasan dan

pembebasan atas tanggung jawabnya;

b. Memberhentikan Tergugat II sebagai Direktur;

c. Menunjuk Penggugat II sebagai Direktur Utama sampai

diselenggarakan RUPS selanjutnya;
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d. Menetapkan akuntan publik untuk mengaudit dan menyusun

laporan keuangan Penggugat I.

16. Bahwa setelah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk dalam RUPS,

dalam laporan keuangan Pengguggat I, diketemukan bukti

penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun

2000 sampai dengan tahun 2002, dengan jumlah seluruhnya adalah

sebesar Rp 2.763.404.943 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta

empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Tergugat.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, mengabulkan sebagian gugatan Para

Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung, membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk., dan menerima

eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II untuk alasan bahwa Para

Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat, dan Gugatan

para Penggugat kabur (abscuur Libellum). Sedangkan pada tingkat Kasasi di

Mahkamah Agung, gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan

menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum serta

mengharuskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar / mengembalikan

seluruh uang Perseroan sebesar Rp 2.763.404.943 (dua milyar tujuh ratus

enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga

rupiah).

2.4.3. Analisis

1. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UUPT Direksi wajib mencatat

pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak

tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan

memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri
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untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Sedangkan Tergugat I tidak mencatatkan pemindahan hak atas

sahamnya pada daftar pemegang saham. Pemindahan hak atas saham

mana yang Tergugat peroleh dengan membuatkan Akta Pernyataan

Notulen RUPS, RUPS mana yang diketahui tidak pernah

diselenggarakan oleh para Penggugat. Bahwa Akta nomor 1/2001 yang

dibuat oleh Notaris berdasarkan data yang tidak benar dan tanda

tangan yang tidak identik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya

pernyataan Endang Dartiman, dan berita acara pemeriksaan Labkrim

POLRI atas pemalsuan tanda tangan terhadap Penggugat II dan III

dalam Notulen Rapat. Sehingga Akta pernyataan Keputusan Rapat

nomor 1 yang dibuat oleh dihadapan Notaris tersebut adalah cacat

hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Tergugat tidak pernah mengadakan RUPS Tahunan sampai dengan

tanggal 22 November 2002. RUPS Tahunan terakhir diadakan pada

bulan Juni 2000, yang berdasarkan hasil RUPS tersebut Tergugat

diminta untuk memperbaiki laporan keuangan yang dibuat oleh

Tergugat karena tidak sesuai dengan standar akuntansi. Akan tetapi,

sejak bulan Juni 2000 tersebut tidak pernah diadakan RUPS Tahunan.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, Direksi wajib :

d. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah

RUPS, dan risalah rapat Direksi;

e. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal

66 UUPT dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen

Perusahaan, mengenai apa saja yang harus dimuat dalam

Laporan Tahunan, yakni sekurang-kurangnya :

1) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya :
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i. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam

perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,

ii. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,

iii. laporan arus kas,

iv. laporan perubahan ekuitas, serta

v. catatan atas laporan keuangan tersebut.

2) Laporan mengenai kegiatan perseroan

Yang dimaksud dengan laporan kegiatan perseroan menurut

Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf b UUPT adalah termasuk

laporan tentang hasil atau kinerja perseroan.

3) Laporan pelaksanaan tanggung sosial dan lingkungan

4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang

mempengaruhi kegiatan usaha perseroan

Yang dimaksud dengan rincian masalah menurut

Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf d UUPT, termasuk

sengketa atau perkara yang melibatkan perseroan.

5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku

yang baru lampau

6) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

7) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau

honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris

perseroan untuk yang baru lampau.

8) Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan

3. Bahwa Para tergugat pada tanggal 10 Juni 2002 telah mendirikan

Perseroan Terbatas yaitu PT Bigstarindo Mandiri, yang usahanya sama

dengan Penggugat I, sedangkan dalam waku yang sama Tergugat I dan
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Tergugat II masih aktif sebagai Direktur Utama dan Direktur PT

Binangun Intiaditya Grafisindo sejak 05 Mei 1997.

Dan setelahl audit oleh akuntan publik yang ditunjuk dalam RUPS,

dalam laporan keuangan Pengguggat I, diketemukan bukti

penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun

2000 sampai dengan tahun 2002, dengan jumlah seluruhnya adalah

sebesar Rp 2.763.404.943 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta

empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Tergugat.

Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 dalam Akta Pendirian PT Binangun

Intiaditya Grafisindo nomor 24 tahun 1997 terutama Pasal 11 ayat 2

dan 3.b yang menyatakan bahwa “ Anggota Direksi wajib dengan

itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan

dalam ayat berikutnya pada pokoknya menyatakan “ adanya

pembatasan dalam mewakili perseroan terutama untuk mendirikan

suatu usaha baru atau turut serta pada Perseroan lain”.

Dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT bahwa

pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad

baik dan penuh tanggung jawab.51

Dikaitkan juga dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) UUPT,

52 bahwa anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas

kerugian Perseroan apabila Direksi tersebut bersalah atau lalai dalam

menjalankan tugasnya, yaitu tidak melaksanakan pengurusan dengan

itikad baik dan penuh tanggung jawab, kecuali :

51 Indonesia, op.cit.

52 Ibid.
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a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun

tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan

kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau

berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah

melakukan pengurusan dengan itikad tidak baik, dengan alasan bahwa

Tergugat I dan Tergugat II mendirikan Perseroan yang bergerak di

bidang usaha yang sama, sehingga berdasarkan Pasal 97 ayat (5) huruf

c UUPT, tidak dapat dikecualikan dalam hal melakukan pengurusan

dengan itikad tidak baik.

Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab

secara pribadi atas kerugian yang diderita Perseroan dan membayar

uang Perseroan sebesar Rp 2.763.404.943 (dua milyar tujuh ratus enam

puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga

rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Tergugat.

4. Selain melakukan pengurusan dengan itikad tidak baik Tergugat I dan

Tergugat II dapat dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum,

yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.53

53 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,op.cit., Pasal 1365.
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Hal tersebut suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum

apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :54

1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun yang

bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak

berbuat;

2. Perbuatan itu harus melawan hukum;

3. Ada kerugian;

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum

dengan kerugian;

5. Ada kesalahan.

Dihubungkan dengan syarat tersebut maka perbuatan Tergugat

merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat dengan sengaja

membuat suatu dokumen yang tidak benar, yang dengan membuat

dokumen tersebut Tergugat telah memalsukan tanda tangan Penggugat

II, jelas bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum. Adanya

kerugian, dengan pemindahan hak atas saham yang dilakukan secara

diam-diam oleh Tergugat tersebut sudah tentu membawa kerugian bagi

Penggugat.

54 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan

Penjelasan, B(andung : PT Alumni, 2005), hal. 146.
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BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Direksi suatu Perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh Perseroan

untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, Direksi harus memiliki

standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk

kepentingan Perseroan. Fiduciary duties Direksi akan memberikan

perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan Perseroan. Hal ini

dikarenakan pemegang saham dan Perseroan tidak dapat sepenuhnya

melindungi diri sendiri dari tindakan Direksi yang merugikan Perseroan di

mana Direksi bertindak atas nama Perseroan. Sehingga untuk menghindari

adanya penyalahgunaan aset-aset Perseroan dan wewenang oleh Direksi maka

Direksi dibebankan adanya fiduciary duties. Oleh karena kedudukan Direksi

yang bersifat fiduciary, tanggung jawab Direksi menjadi sangat tinggi, maka

oleh sebab itu UUPT mengatur mengenai kewajiban Direksi yang menjadikan

UUPT sebagai batasan untuk Direksi dalam bertindak.

Kewajiban anggota Direksi biasanya ditentukan di dalam Anggaran Dasar

Perseroan, akan tetapi tanpa mengurangi apa yang diatur di dalam Anggaran

Dasar, UUPT telah mengatur pokok-pokok kewajiban yang harus dilakukan

anggota Direksi dalam menjalankan kepengurusannya, yaitu dalam yaitu

dalam Pasal 101 ayat (1), Pasal 56 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 72 ayat (1)

sampai dengan (5), Pasal 100 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 66 ayat (1),

Pasal 68 ayat (1), Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1), Pasal 102 ayat (1),

Pasal 104 ayat (1), Pasal 125 ayat (4), dan Pasal 144 ayat (1) jo. Pasal 142

ayat (1) butir a UUPT.55

55 Indonesia, op.cit.
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2. Mantan Direksi yang menjadi Tergugat dalam kasus yang Penulis teliti

terbukti melanggar kewajiban sebagai Direksi yang ditentukan dalam

Anggaran Dasar dan UUPT, dengan melakukan pengurusan Perseroan dengan

itikad tidak baik, dan melanggar prinsip fiduciary duty yaitu melanggar duty of

care dan duties of loyalty.

Dan pada tingkat Pengadilan Negeri, Hakim mengabulkan sebagian gugatan

Para Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan

hukum. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung, membatalkan

putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Dpk., dan

menerima eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II untuk alasan

bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat,

dan Gugatan para Penggugat kabur (abscuur libellum). Sedangkan pada

tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, gugatan para Penggugat dikabulkan

untuk sebagian, dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan

hukum serta mengharuskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar /

mengembalikan seluruh uang Perseroan sebesar Rp 2.763.404.943 (dua milyar

tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu sembilan ratus empat

puluh tiga rupiah).
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